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ABSTRAK
IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Thk, KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-
MUI/IVITAHUN 2000

Oleh:
DARA TRIANA NOVA NINGRUM
NPM. 141259410

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem Dewan Syariah
Nasional (DSN) yaitu sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama,
praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan
nilai-nilai syariah dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN
memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang
diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan pada pembiayaan
mudharabah dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000.

Mengingat perkembangan jumlah UMKM yang semakin bertambah.
Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya Peraturan
Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau
Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan UMKM menjadi hal yang penting.

Dengan hadirnya BPRS Metro Madani dapat mewujudkan masyarakat
lebih baik dengan prinsip syariah melalui produk pembiayaan mudharabah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme
pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro sudah sesuali
dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan bagaimanakah mekanisme
pembiayaan mudharabah di BPRS Metro Madani Kota Metro digunakan untuk
pembiayaan UMKM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari
lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan
sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data peneliti menggunakan
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan
analisis induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-
proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan
(pengetahuan baru) berupa azas umum.

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik
konsep akad pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk sektor UMK di PT.
BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang
didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Baik Faktor-
faktor yang meliputi mekanisme pelaksanaannya, mekanisme pembagian hasil,
maupun produk dan jasa yang disediakan. Hanya saja bank memiliki 2 sistem
model angsur yaitu efektif dan flat (tetap).



ORSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Triana Nova Ningrum
NPM : 141259410

Jurusan : S1 Perbankan Syari’ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian

saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan

dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan,

Dara Triana Nova Ningrum

NPM. 141259410

vii



MOTTO

@

Jol ) e A e 296: 006 ilos oy et Lo 20 O

z

(ot o e ) ol )Y il iy 0 g iy

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara
tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”” (HR. Ibnu Majah dari
Shuhaib).
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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi
utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan
memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat
Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah
menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasullah saw. Praktik-
praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan
konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim
dilakukan sejak zaman Rasullah SAW dengan demikian perbankan modern

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.?

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian
jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.> Di Indonesia
ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol
terhadap sistem ekonomi konvensianal, karena ekonomi yang berjalaan saat
ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan

kemiskinan, oleh karena itu sudah selayaknya ekonomi Islam memberikan

tAdiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan Edisi Keempat (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 20.

h. 10.

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),



perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan

ekonomi yang sudah berjalan saat ini.

Bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional juga
berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (Intermediary institution)
yaitu, menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana
tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas
pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat.> Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan
usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu

prinsip pembagian keuntungan (Profit lost and sharing principle).

Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan
operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan
konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah,
ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun
pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Hal ini dilakukan
karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan. Hal tersebut
sesuai dengan fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah

haram.*

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu

usaha antara pihak pertama (shahibul mal, atau bank syariah) yang

3 Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4 Suhairi, Figih Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 69.



menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib, atau nasabah)
yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha
sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua
melakukan kesalahan yang disengaja.° Landasan syariah pembiayaan
mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan mudharabah (Qiradh).® Akad mudharabah dapat disebut salah
satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mangandung
makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung
makna ta’awun, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan

masing-masing pihak.’

Pada PT. BPRS Metro Madani Tbhk, Kota Metro dalam penyaluran
pembiayaan terhadap sektor UMKM khususnya UMK dalam kegiatan
bekerjasama lebih banyak menggunakan akad pembiayaan mudharabah.
Dimana pihak bank menjadi shahibul mal dan nasabah menjadi pihak
pengelola.® Sasaran UMKM yang menjadi target penyaluran pembiayaan
meliputi pedagang kecil, industri kecil, lembaga keuangan mikro syariah
(BMT dan Koperasi), dll. Dengan standar plafond pembiayaan dari Rp.

500.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 untuk UMKM dalam usaha mikro

*lbid.,h. 81.

¢ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah
(Qiradh).

7 Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.164.

8 Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku Analisis Officer PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 07 Mei 2018.



dan Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 untuk UMKM usaha

kecil dalam bidang jasa seperti BMT dan Koperasi.®

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam
masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain,
untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan
satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan
hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah. Allah berfirman dalam

surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

T 1,850 Gogsally 3T Je 1503 Y5 Gozdilly 01 B 155055

) Sl Jud AT
Artinya: “ ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)°

Fatwa (Arab: ss%, fatwa) adalah sebuah istilah mengenai pendapat
atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.
Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat”, “petuah”,

"Jawaban" atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah

® Wawancara dengan Ibu Rita Meilinda, Selaku Kabag Marketing PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 07 Mei 2018.

10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya QS. Al-Maidah:2, (Semarang:
al-Waah, 1985), h. 97.



keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau
perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau
ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan
oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan
demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang
diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di
Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu
keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna

dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.!

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di
dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya,
yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar’i dalam produk-
produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta
kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS
dan yang melatar belakangi terbentuknya DSN MUI ialah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk
dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah
perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang
perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat
Islam.

2. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para

ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah

"wikipedia, Pengertian Fatwa, (online), https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa, diakses
pada Kamis 03 April 2018 pukul 19.00 wib.



https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa

ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan
ditampung dan dibahas bersama agar diperolen kesamaan pandangan
dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan
keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam
menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam
bidang ekonomi dan keuangan.

Usaha Kecil Menengah merupakan suatu bentuk usaha Kkecil
masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.!? Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu
memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan juga
peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan
berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki peran
yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan UMKM sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat membantu negara atau pemerintah
dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tercipta unit-unit kerja baru
yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan
rumah tangga. Serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah

maupun pendapatan negara Indonesia.

12 Munadi, dkk, Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM), (Jakarta:
Koperasi Indonesia, 2005), h.26.



Keterbatasan yang umum dihadapi oleh UMKM akan menyebabkan
ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam
mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi
pembiayaan yang sempurna, pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak

teratasi maka dapat dimungkinkan usaha kembali sulit diupayakan.

Mengingat perkembangan jumlah UMKM yang semakin bertambah.
Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI1/2012 tentang Pemberian Kredit
atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada Peraturan Bank
Indonesia ini telah dengan jelas disebutkan bahwa bank umum termasuk
bank syariah wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM
dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan pembiayaan paling
rendah 20% (dua puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan yang

dilakukan.

Kota Metro dengan penduduk yang tidak hanya dihuni oleh penduduk
asli namun juga pendatang memiliki potensi yang sangat baik terhadap

perkembangan UMKM. Tercatat untuk jenis wusaha dagang dan

13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian
Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.



perindustrian dengan jumlah UMKM yang mencapai jumlah 591.1

Berikut ini adalah data UMKM yang terdapat di kecamatan Metro Pusat.

Gambar 1.1
Grafik Permodalan
Koperasi dan UMKM Kota Metro
Pada Tahun 2015
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Sumber: Data Koperasi dan UMKM Kota Metro Pada Tahun 2015°

Dari grafik diatas kita dapat mengamati bahwasannya jumlah UMKM
banyak yang menggunakan modal tambahan dari badan lembaga keuangan
baik itu bank atau pun lembaga keuangan mikro lainnya untuk

meningkatkan dan mengembangkan usahanya masing-masing.

Disinilah lembaga keuangan syariah diharapkan perannya mengingat

perkembangan jumlah yang semakin bertambah.

14 Data Statistik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Metro

Tahun 2015.

3Ibid.



Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini
permasalahan yang akan peneliti bahas adalah mengenai pembiayaan
mudharabah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya
usaha mikro kecil dan kesesuainnya berdasarkan Fatwa DSN MUI No.

07/MUI-DSN/1V/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qirad).

Dari pemaparan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih
mendalam mengenai “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah
Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota

Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.”

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi
pertanyaan penelitian adalah:
1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah terhadap
UMK di PT. BPRS Metro Madani Thk, Kota Metro?
2. Apakah pelaksanaan akad mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani
Tbk, Kota Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-

MUI/1VV/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah
terhadap UMKM khususnya usaha mikro kecil di PT. BPRS Metro
Madani Thk, Kota Metro.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksaan pembiayaan akad
mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan
Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000.
2. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Bagi pihak bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip
perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat
menghasilkan profit, khususnya melalui produk mudharabah.

Bagi Akademis/Peneliti, yaitu menambah pemahaman mengenai
perbankan syariah terutama konsep mudharabah serta dapat
mengetahui  seberapa besar pengaruh atau kontribusi dari
pemberian pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha
mikro Kkecil serta kesesuaian mekanisme pelaksaan akadnya dalam
perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000.

Bagi Investor, yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam

menanamkan modal di perbankan syariah.



D.

Penelitian Relevan

1.

Nur Halimah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Akad
Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan
Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang” skripsi tahun
2008 Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang. Fokus penelitian adalah mengenai
implementasi mudharabah dalam pelaksaannya dan hasil dari penelitian
ini adalah bahwa implementasi mudharabah dalam pelaksanaan
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KIKS
BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk mudharabah
mugayyadah off balance sheet yakni aliran dana berasal dari satu
nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan bank pelaksana
hanya sebagai arranger saja, penyalur dana dari pemerintah kepada
KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro
sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan
pada prinsipnya praktik mudharabah ini didasarkan pada kerjasama
mu’awadlah yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing,
baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan
hal-hal yang samar atau ghoror.

Diyah Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Penerapan
Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT
Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen” skripsi tahun 2015

Universitas Islam Negeri Walisongo. Fokus penelitian pada perolehan



margin dan hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah
belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina
Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah. Serta didalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad
mudharabah belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada
anggota yang menyalahgunakan akad mudharabah yang seharusnya
digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan
pembiayaan mudharabah digunakan untuk memenuhi kebutuhan
konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor.

3. Sutardi pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Mudarabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning
(Studi Kasus Pada Bulan Januari—-Desember 2004) “ skripsi pada tahun
2005, fokus penelitian ialah lebih kepada hasil dan akad mugdarabah
namun tidak menyinggung adanya praktek penghitungan nisbah bagi
hasil pembiayaan. Namun Sutardi lebih menitikberatkan tulisannya
pada kebebasan yang diberikan BMT kepada mudarib. Sedangkan
mengenai bagi hasil mudarabahnya disesuaikan dengan kesepakatan
awal. Selain itu dia juga hanya menyoroti tentang penerapan kaidah dan
norma-norma dalam melakukan perjanjian saja, seperti: penulisan akad,

ijab dan gabulnya saja.

Berdasarkan hasil tiga penelitian diatas, yang menjadi perbedaan dari

penelitian tersebut dengan penelitian peneliti sekarang ialah bahasan peneliti



mengarah kepada dampak terhadap usaha mikro kecil yang mengajukan
pembiayaan kepada bank syariah terhadap usahanya dan seberapa besar
pengaruh bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Peneliti
sekarang juga akan meneliti tentang pembiayaan mudharabah terhadap
usaha mikro kecil dalam perspektif Fatwa DSN MUI No.07/DSN-

MUI/1VV/2000.



A

BAB I1

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Syariah

1. Pengertian pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah,
yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan
pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau
financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan
syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung
investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad pembiayaan
syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil.®

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998,
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.’

16 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), h. 182.
17 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197



Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan
adalah penyediaan dana yang diberikan suatu lembaga untuk
mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan persetujuan dan

kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.

2. Macam-macam Pembiayaan Pada Bank Syariah
Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang
dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu’amalah.
Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah sebagai upaya untuk
melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermuamalah. Maka
dari itu umat Islam dianjurkan untuk mengetahui macam-macam
produk perbankan syariah sebagai bekal bermuamalah sebagai
berikut:®
a. Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan
kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.
b. Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan

harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah

18 Imam Mustofa, Figih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 78



sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan atas barang
tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Salam

Salam adalah jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran

dimuka, sementara barangnya diserahkan diwaktu kemudian.

. Istishna’

Istishna’ adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan
barang dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan
sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh
seseorang.

ljarah

ljarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi
atas penggunaan manfaat suatu barang.

Syirkah

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih
dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan
atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau
dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga
dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian
atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama.
Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional
dan sesuai dengan kesepakatan.

. Qard



Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang
kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk
usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam
berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai sejumlah
yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha
yang dijalankannya.

h. Wadi’ah
Wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan
pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan
tersebut.

I. Rahn
Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak
pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang
mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila
pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh
tempo.

J.  Wakalah
Wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan
kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain,
serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan
tersebut.

k. Kafalah



Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu
pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari
satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang

sukarela tanpa ada keterpaksaan.

3. Unsur Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah

sebagai berikut:®

a.

Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang
diberikan (berupa uang,barang atau jasa) akan benar-benar
diterima kembali dimasa yang akan datang.

Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu
perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan
kewajiban masing-masing.

Jangka Waktu, vyaitu jangka waktu ini mencakup masa
pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu
tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.

Risiko, yaitu risiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko

yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam

bid, h. 75



atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan
lainnya.
e. Balas Jasa, yaitu dalam prinsip syariah balas jasa ditentukan

dengan bagi hasil.

B. Pembiayaan Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih
pihak dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan
sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
pembagian keuntungan deengan kata lain ulama figh mendefinisikan
bahwa mudharabah atau giradh yaitu pemilik modal menyerahkan
modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan
keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk
ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul

maal dan keahlian dari mudharib.?

Mudharabah bersal dari kata Dharb, berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah
proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara
dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan

suluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola.

20 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 169.



Keuntangan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan
yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola.
Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian
si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian

tersebut.?!

2. Landasan Hukum Islam Tentang Mudharabah
Landasan akad mudharabah yang telah diatur dalam hukum
Islam ialah diantaranya dibawaah ini yang meliputi sebagai berikut:

a. QS. Al-Muzammil : 20
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Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu
berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang
yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.
Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan

ZAAdiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan Edisi Keempat, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 204.



batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu,
karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit
dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah,
maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk
dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai
balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan
mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil : 20).??

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan
untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia
Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam
kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan
mengharapkan ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (ta’awun)

kepada sesama.

b. HR. Thabrani
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Artinya: “Dari Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta
sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar

22 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya QS. Al-Muzammil:20,
(Semarang: al-Waah. 1985), h. 99.



tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib)
harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan

Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR.
Thabrani).®

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam
fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama “Indonesia
menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:>*

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha
yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang
telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau
proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang telah disepakati bersama dalam akad.

BEATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad
Mudharabah (Qiradh), h. 2
21bid.



8. Kiriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10.Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan,
kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau
biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib)
harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara
komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan
oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha
dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang
dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset,
maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap
maupun tidak, sesuaidengan kesepakatan dalam
akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini
harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak
boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak
disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi
(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh
menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan



dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan (mugabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib,
tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharababh, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah
Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan
mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang
berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi,
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-
amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian,
atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah
1. Rukun Pembiayaan Akad Mudharabah
faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah
adalah:®

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku

akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli

25 Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (yogyakarta: Kalimedia,
2015), h. 187.



ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.
Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku.
Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul
mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan
usaha (mudharib atau amil). Tanpa kedua pelaku ini maka
akad mudharabah tidak ada .

Objek mudharabah (modal dan kerja). Objek dalam akad
mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan
yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik moal menyerahkan
modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana
usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.
Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang
dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan
bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill,
management skill, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad
mudharabah pun tidak akan ada.

Persetujuan kedua belah pihak (ijab-gabul). Persetujuan
kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-
taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak
harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam
akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya

untuk menkontribusikan dananya, sementara pelaksana usaha



pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan
kerjanya.

Nisbah (keuntungan). Nisbah adalah rukun yang khas dalam
akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli.
Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh
kedua belah pihak yang melakukan mudharabah. Mudharib
mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal
mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah
yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua

belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:?®

a.

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan
transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum
dan cakap diangkat sebagai wakil.

Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

1) Berbentuk uang

2) Jelas jumlahnya

3) Tunai

4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang

mengelola (mudharib).

%\/eithzal Rivai, Islamic Financial Manajgement, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2008), h. 126



Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak
diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
Demikian juga halnya dengan hutang,tidak bisa dijadikan sebagai
modal mudharabah. Namun apabila modal itu berupa al-wadi ah
(titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal

mudharababh.

Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yakni
mudharabah mutlagah dan mudharabah mugayyadah, dengan
pengertian sebagai berikut dibawah ini:?’
a. Mudharabah Mutlagah

MudharabahMutlagah adalah bentuk kerjasama antara pemilik
modal (shahibul maal) dan pengelola (mudahrib) yang cakupannya
sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan
daerahbisnis. Dalam pembahasan figih ulama salafus saleh seringkali
dicontohkan dengan ungkapan if’al ma Syi’ta (lakukan sesukamu)
darishahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat
besar.
b. Mudaharabah Mugayyadah

Mudarabah Mugayyadah adalah kebalikan dari mudharabah

Mutlagah. si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,

27 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 79.



atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan
kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia
usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah biasanya diterapkan
untuk bidang-bidang berikut:?®

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan
jasa.

2) Investasi khusus disebut juga mudaharabah mugayyadah,
yaitu sumber invesatsi yang khusus dengan penyaluran yang
khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
shahibul maal. Mudharabah dan kaitannya dengan dunia
perbankan  biasanya diterapkan pada produk-produk

pembiayaan dan pendanaan.

Teknis Aplikasi Pada Perbankan

Aplikasi mudharabah dalam dunia perbankan, bank selaku
pemilik dana (Shahibul Maal) mempercayakan uangnya kepada
nasabah (Mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha. Pendapatan

atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan porsi

28 1bid..., h. 80.



yang telah disetujui diawal akad.?® Prinsip bagi hasil (profit sharing)
merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional
lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah
secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-
mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah
Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun
dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga
keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (mudharib)
sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mal penyandang
dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan
pembagian keuntungan masing-masing pihak.*

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga
keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai shahibul mal
(penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro
maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal
pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan
berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha
dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah.
Dalam pelaksanaanya skema mudharabah ada dua jenis yaitu skema
mudharabah direct financing (investasi langsung) dan indirect

financing (investasi tidak langsung).3

2 Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakaerta: Rajawali Pers, 2016), h. 150

30 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia
Institute, Cet. Ke-1,1999), h. 97.

3IMuhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 110



Direct financing (investasi langsung). Yaitu skema yang berlaku
antara dua pihak saja secara langsung, yakni shabul mal berhubungan
langsung dengan mudharib. Skema ini adalah skema standar yang
dapat dijumpai dalam Kkita-kitab klasik figih Islam. Dan inilah
sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan
para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam direct financing
peran lembaga keuangan tidak ada. Berikut ini adalah skema dari akad

mudharabah:

Gambar 2.1
Skema Direct financing
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Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu
biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan
hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling

percaya (amanah). Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya



kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun
karakternya.?

Indirect financing (investasi tidak langsung). Yaitu mudharabah yang
melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh
lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang

mempertemukan shahibul mal dengan mudharib.

Gambar 2.2
Skema Indirect financing
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Dalam skema indirect financing diatas, bank menerima dana
dari shahibul mal sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat
berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah
terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk

pembiayaan yang menghasilkan (earning assets).*

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

#|bid.
#Ibid, h. 111



1. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan
yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan
ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam
proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan
stabilitas nasional.®* Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20
tahun 2008 tentang UMKM yakni sebagai berikut:3
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kriteria sebagai
berikut:

1) Aset <Rp. 50 juta.

2) Omset < Rp. 300 juta.

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang.Dengan kriteria sebagai berikut:

34Makhlul 1lmi SM, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Jakarta:
Kencana, 2010), h. 32

%Undang-Undang Republik Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, No. 20
Tahun 2008, Pasal 2 dan 6



1) Rp. 50 juta <aset < Rp 500 juta.
2) Rp. 300 juta < Omset < Rp. 2,5 miliyar

c. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

1) Rp. 500 juta < Aset < Rp. 2,5 miliyar

2) Rp. 2,5 miliyar < omset < Rp. 50 miliyar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UMK berdasarkan

kuantitas tenaga kerja ditentukan dengan batasan sebagai berikut:

m. Industri mikro dengan pekerja 1 hingga 4 orang
n. Industri kecil dengan pekerja 5 hingga 19 orang
0. Industri menengah dengan pekerja 20 hingga 99 orang.

Sekalipun terdapat perbedaan mengenai definisi dan batasan
mengenai UMK di berbagai negara, namun terdapat karakteristik yang
secara umum disepakati mengenai UMK, vyaitu: Kegiatan usaha
berskala kecil.

a. Proses produksi menggunakan teknologi sederhana.
b. Dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja dan tidak

selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus.



c. Cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra menerut jenis

danlokasi tertentu.

d. Tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang terbentuk

berdasarkan pengalaman turun temurun.

2. Jenis-jenis UMKM

Banyak ragam jenis usaha kecil menengah di Indonesia, namun secara

garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:®

a. Usaha perdagangan

C.

Contohnya suatua usaha keagenan seperti agen koran/majalah,
sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak,
kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. Usaha ekspor/impor
seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha
sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki
lima danlainnya.

Usaha pertanian

Contohnya yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan
kebunbuah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan
seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti
darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

Usaha industri

% Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 53



Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan
seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

Usaha jasa

Usaha jasa merupakan produk yang tak dapat diraba secara fisik
(intangible product) tapi dapat di rasakan manfaatnya, yang
meliputi: Jasa konsultan, BMT dan Koperasi, motel, bioskop,
laundry, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa
telekomunikasi, jasa pendidikan, agen periklanan, konsultan pajak

dan lainnya.

3. Ciri-ciri UMKM

Adapun ciri-ciri lainnya yang melekat pada sektor usaha mikro

kecil menengah itu sendiri ialah sebagai berikut dibawah ini:

a. Ciri-ciri usaha mikro lainya ialah sebagai berikut:®’

1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-
waktu bisa berganti.

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu bisa
berpindah tempat.

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana
sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan

keuangan sendiri.

2006
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4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa
usaha yang memadai.

5) Tingkat pendidikanya rata-rata sangat rendah.

b. Ciri-ciri usaha kecil lainya ialah sebagai berikut:

1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah
tetap tidak mudah berubah.

2) Lokasi atau tempat usaha biasanya tetap tidak berpindah-pindah.

3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan
walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah
dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca
usaha.

4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainya
termasuk NPWP.

5) Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah mempunyai
pengalaman berwirausaha.

6) Sebagian sudah akses keperbankan dalam keperluan mengakses
modal.

7) Sebagian belum dapat membuat manajemen dengan baik seperti
business planing.

c. Ciri-ciri usaha menengah lainya ialah sebagai berikut:®
1) Pada umunya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih

baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian

38pandji Anoraga, Pengantar Bisnis..., h. 63



tugas yang lebih jelas antara lain: bagian keuangan, bagian
pemasaran, dan bagian produksi.

2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan
sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk
sistem auditing dan penilaian atau pemeriksaaan termasuk oleh
perbankan.

3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi
perubahan telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll.

4) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga,
izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan,dll.

5) Sudah mengakses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.

6) Pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang sudah
terlatih dan terdidik.

Dari waktu ke waktu berbagai terobosan alternatif untuk
pengembangan ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian. Indikatornya
adalah kebijakan untuk meneapkan kredit tanpa agunan atau Kredit
Kelayakan Usaha (KKU). Namun semua kebijakan yang berkaitan dengan
masalah upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari
kebijakan terhadap usaha besar. Artinya, kebijakan pemerintah dalam hal
pemberdayaan ekonomi rakyat masih belum sepenuhnya mana kala dengan

adanya dualisme kebijakan tersebut.*

3% Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Pengembangan di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 119



BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana analisis
kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu ialah maksudnya sumber data
yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang
diobservasikan dari manusia.*°

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Field Reseach (penelitian
lapangan) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung dilapangan di kancah
kehidupan nyata. Obyeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa dan
fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat,
organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka. Maka dari itu, dalam
pembahasan ini penulis akan melakukan penelitian tentang implementasi
pembiayaan akad mudharabah terhadap UMK pada PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro dalam perspektif fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUI/1V/2000.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun

yang dimaksud dengan penelitian kualitaif itu sendiri adalah penelitian yang

40 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung:
PT. Refika Aditama, 2012), h. 182



berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara
mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan
paradigma alamiah. Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif
merupakan penelitian alamiah.*!

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh
peneliti dari sumber utama atau aslinya.*? Data yang dimaksud adalah data
yang berhubungan langsung dengan pemberian pembiayaan mudharabah
terhadap UMK di PT. BPRS Metro Madani Metro Kota Metro. Sumber data
primer yang didapat ialah dari pihak bank dan nasabah UMK pembiayaan
mudharabah di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro sebagai sumber asli.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari
sumber kedua/sekunder.*®* Data sekunder adalah data yang duperoleh dari
sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,
sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis
menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan

ekonomi syari’ah dan perbankan syari’ah serta artikel-artikel baik dari

4l Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2011),h. 28.

42 |bid, h. 20.

43 |bid, h. 21.



internet maupun dari penyampaian secara lisan dari video atau seminar.**
Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terdiri
dari: Manajemen Bank Syari’ah (Muhammad), Bank Islam Analisis Figih
dan Keuangan Edisi Keempat (Adiwarman Karim), Pengantar Bisnis:
Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi (Pandji Anoraga), Bank dan
Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), Dari Teori ke Praktik

(Muhammad Syafi’i Antonio).
C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode

sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan kepada responden secara langsung.* Jenis wawancara yang
digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang
dilakukan dengan membuat pertanyaan- pertanyaan sebelum dilakukannya
wawancara. Pada saat wawancara penulis membaca pertanyaan yang telah
dibuat, sekaligus untuk dicatat dan ceklist pertanyaan yang telah terjawab.
Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak bank
dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak bagian Analisis
Officer dan Kabag Marketing pembiayaan BPRS Metro Madani yang

merupakan responden dari penelitian.

44 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 93.
4 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung:
PT. Refika Aditama, 2012), h. 205.



2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin,
menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.*® Dokumentasi
yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang
berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan
sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui

tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.
D. Teknik Analisis Data

Setelah memperolen semua data yang diperlukan, peneliti
mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data
yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan, yaitu dengan menggunakan
analisis induktif. Analisa induktif adalah pada prosedur induktif proses
berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan
berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.*’

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian
kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir
induktif yang berangkat dari informasi khusus tentang pembiayaan

mudharabah terhadap UMK ditinjau dari perspektif fatwa DSN MUI.

%5 |bid.
47 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi
UGM, 1984), h. 78.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
1.  Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro
Madani), merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan
prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU
nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU
nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi pada tanggal 20 September
2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH
di Bandar Lampung nomor 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Nomor C-16872
HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia
nomor 7/54/KEP.GBI1/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 kantor cabang dan 1
kantor layanan kas. Cabang pertama di Unit Il Tulang Bawang sejak 14
Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung
Tengah sejak 01 November 2009, cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang



keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013
dan kantor layanan kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober

2012.%8

2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

PT. BPRS Metro Madani adalah Lembaga Keuangan Syariah yang
mempunyai visi ” Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro
Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan
Ummat ”. Dan memiliki 2 pilar misi yang merupakan dasar berdirinya PT.
BPRS Metro Madani Kota Metro, yakni:*°
1. Menjalankan usaha perbankan sesuai syariah Islam yang sehat dan

terpercaya.

2. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share

holder dan karyawan.

3. Produk dan Jasa Perbankan di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
Saat ini Bank Perkreditan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS
Metro Madani) telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana
dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan
pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi
sebagai intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan

masyarakat yang membutuhkan dana, dalam menjalankan operasional

48 Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.
4Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.



perbankan syariah, produk-produk dan jasa BPRS Metro Madani antara

lain ialah sebagai berikut:>°

a.

Pendanaan

Produk penghimpunan dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip wadi’ah (titipan) atau biasa disebut
dengan Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM), tabungan
yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja  saat
membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip Mudharabah
Tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara
lain: tabungan haji iB, tabungan qurban iB, tabungan pendidikan
iB, tabungan walimah iB.

3) Deposito investasi dengan prinsip Mudharabah
Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu
tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan
12 bulan.

Pembiayaan

Produk pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad syariah

adalah:

1)

2)

Jual beli (Murabahah, Salam, Istishna).

Syirkah dengan bagi hasil: (Mudharabah dan Musyarakah).

0 Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.



3) Sewa menyewa: (ljarah, ljarah Muntahiyah Bittamlik).

4) Pinjam meminjam: (Qordh, Qordhul Hasan).

5) Jasa Pelayanan: ljarah Multijasa, kerjasama talangan haji atau
umrah.

6) Gadai emas syariah: Rahn.

7) Pembiayaan untuk UMKM dan Guru.

Pelayanan Payment Point

Melayani pembayaran tagihan jasa telekomunikasi, rekening listrik,

dan transfer antar bank online.



4. Struktur organisasi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Adapun struktur organisasi BRI Syariah, KCP. Metro sebagai berikut:®!

Gambar 4.1
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Adapun struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh
bagian-bagian struktur organisasi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

diantaranya sebagai berikut:>2

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Bertugas menentukan kebijakan PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

2. Dewan Komisaris
Dewan komisaris merupakan wakil merupakan wakil dari pemegang
saham. Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank yang
mengawasi tindakan-tindakan direksi agar tidak merugikan perusahaan
dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap
mengikuti kebijakan perseroan, kebijakan yang berlaku dan tanggung
jawab langsung kepada pemegang saham saat RUPS.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS melakukan penilaian dan pengawasan kepada seluruh kegiatan
operasional perusahaan yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan
kepada masyarakat dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk
keputusan fatwa DSN-MUI.

4. Dewan Direksi
Sebagai manajemen puncak yang bertanggungjawab dan menjalankan

kebijakan bank. Selain itu melakukan pengawasan terhadap seluruh bagian

>2Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.



yang ada dibawahnya sebagaimana diamanatkan oleh komisaris

berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi manajemen keseluruhan.

Internal Audit

Internal audit bertanggungjawab kepada direktur utama atau komisaris.

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta

wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka dewan ini dapat

berkomunikasi langsung kepada dewan pengawas untuk memberikan

informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan dilaporkan

kepada direktur utama.

Bidang Operasional

Merupakan bagian yang membawahi suatu unit kerja. Bidang operasional

PT. BPRS Metro Madani membawahi Customer Service, Teller, SUPP

Akta Pelaporan, Legal admin, Support IT, Layanan Kasialah sebagai

berikuta:

a) Customer Service

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi
yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank
dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun
produk produk bank. Sesuai dengan fungsinya, Customer Service
diharapkan dapat melakukan “One Stop Service”, artinya nasabah
cukup menghubungi bagian Customer Service saja dalam

berhubungan dengan Bank. Selanjutnya Customer Service akan



menjelaskan ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut
dengan menghubungi bagian yang terkait.
b) Teller
Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi
untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan
kepada semua nasabahnya. Tugas seorang teller secara umum yaitu
menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua
nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di
dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non
tunai.
7. Bidang Pembiayaan
Bidang ini membawahi marketing fund/lending, analisis officer, rahn dan
remedial litbang. Tugas masing-masing bagian ialah sebagai berikut:>
a) Marketing fund/lending

Marketing Funding adalah salah satu jabatan pekerjaan di sebuah
bank yang mempunyai fungsi untuk mempromosikan atau
memasarkan, dan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan
Marketing Lending adalah salah satu jabatan pekerjaan di sebuah
bank yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan dana yang sudah
dihimpun marketing funding kepada masyarakat, swasta, lembaga

atau instansi dalam bentuk produk pinjaman bank.

>3Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.



b) Analisis Officer
Di dalam tugasnya bertanggung jawab utama memberikan
pengenalan produk dari perusahaan kepada klien, nasabah, maupun
konsumen dan produk yang ditawarkan itu biasanya bukan barang
melainkan jasa, baik jasa pinjaman, pembiayaan, deposito dan lain
lain yang ada hubungannya dengan dunia perbankan dan juga
finansial.
c) Rahn
Bertugas melayani nasabah yang ingin menggadaikan emasnya.
Dan mencairkan dana dari hasil emas yang digadaikan tersebut
oleh nasabah.
d) Remedial Litbang
Bertugas dalam menangani ketika adanya tunggakan pembayaran
oleh nasabah yang sudah mencapai 3 bulan, pada bulan ke 4
remedial akan mendatangi nasabah dan menanyakan alasan yang
sedang dialami oleh nasabah untuk mecari solusi dalam hal
pembayarannya tersebut.
8. Bidang Umum
Memiliki tugas segala macam pengadaan yang ada di PT. BPRS Metro
Madani, mulai dari pengadaan alat kantor, kebutuhan absensi karyawan
serta pemenuhan kerja daya manusia yang diadakan oleh bidang umum

dan personalia.



B. Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro
Kecil di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Lembaga Keuangan di Indonesia berdasarkan tipenya secara umum
dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Lembaga formal, merupakan sektor keuangan
formal yang diatur oleh Undang-undang perbankan dan diawasi oleh Bank
Indonesia, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), 2) Lembaga semi formal, merupakan sektor keuangan semi
formal yang bukan menjadi subjek dari undang-undang perbankan tetapi
tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah selain Bank Indonesia, misalnya
Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), Baitul Maal wat
Tamwil (BMT), 3) Lembaga informal, misalnya rentenir, bank keliling,
perjanjian keuangan yang menyangkut lahan, tenaga kerja dan pertukaran
barang (Lukytawati, 2013:58).%*

Kegiatan yang dilakukan BPRS Metro Madani adalah salah satunya
melakukan pengembangan UMKM, terutama mengenai bantuan permodalan
untuk UMKM dalam bidang jasa seperti BMT. Sebagaimana yang telah
disebutkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa
BMT ataupun Koperasi merupakan jenis usaha mikro kecil yankni
merupakan usaha kecil ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

S Anggraeni Lukytawati , “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan
Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”.
Jurnal al-Muzara “ah, Vol. I, No. 1 (2013), h. 58.



atau usaha besar yang memenubhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang. Dengan kriteria sebagai berikut: total aset Rp. 50
juta < aset < Rp 500 juta dan memperoleh omset Rp. 300 juta < Omset <
Rp. 2,5 miliyar.>®

Sebagai lembaga keuanganSyariah PT. BPRS Metro Madani
berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan
atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang
membedakan BPRS Metro Madani dengan bank konvensional. Meskipun
secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan
pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur
organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk
perbankan di PT. BPRS Metro Madani. Pada prinsipnya produk tersebut
harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari’at Islam atau bebas
riba.>

Selain melakukan pembiayaan pada UMKM sektor perdagangan, PT.
BPRS Metro Madani juga melakukan pembiayaan pada UMKM sektor jasa

seperti halnya BMT.

%Undang-Undang Republik Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, No. 20
tahun 2008, Pasal 2 dan 6.

%6 Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku Analisis Officer PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.



Gambar 4.2
Grafik Jumlah Nasabah Pembiayaan
PT. BPRS Metro Madani dari tahun 2012-2016
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Grafik diatas merupakan grafik jumlah nasabah pembiayaan di PT.
BPRS Metro Madani dari tahun 2012-2016. Dengan melihat grafik diatas
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam jangka waktu sekitar 5 tahun
menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan yang terus mengalami
peningkatan dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk
mengetahui lebih jelas mengenai pembiayaan mudharabah yang diterapkan
PT. BPRS Metro Madani ialah sebagai berikut:’

1.  Prosedur Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani

Kota Metro

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani

terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

" Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.



a. Tahap pengajuan pembiayaan

Calon

nasabah datang ke PT. BPRS Metro Madani untuk

mengajukan permohonan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan

sebagai berikut:>®

1) Badan Usaha

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)

)

Surat permohonan pembiayaan

Neraca 2 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir

Rencana kerja

Profil perusahaan/BMT

Sitem aplikasi core

Izin terbaru: SIUP, SITU, TDP, dll

Foto copy KTP pemilik jaminan dan surat kuasa

Daftar cessie bermaterai

Surat persetujuan pengajuan pembiayaan dari perusahaan
atau BMT

Akta pendirian atau akta perubahan

2) Perorangan

a)
b)
c)
d)

e)

Foto copy KTP calon nasabah pembiayaan
Foto copy akta nikah dan kartu keluarga
Surat keterangan domisili

Foto copy slip gaji

Foto copy surat keterangan penghasilan

S8\Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku Analisis Officer PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.



f)

Foto copy rek. listrik

b. Tahapan analisa data pembiayaan

1)

2)

3)

4)

Keterangan umum calon nasabah yang meliputi nama, jenis
usaha, alamat, tempat usaha, izin usaha atau NPWP.
Jaminan, seperti: surat berharga, atau nilai jaminan itu
sendiri seperti nilai transaksi yang dimateraikan.

Kewajiban yang ada pada calon nasabah itu sendiri.
Apakah calon nasabah tersebut meiliki hutang kepada bank
lain atau hutang dagang lainnya.

Kemampuan pelunasan.

c. Tahapan persetujuan

1)

2)

3)

Setelah melakukan tahap analisa, maka akan dibuatkan
usulan pembiayaan ke komite pembiayaan untuk
direkomendasikan agar diberikan pembiayaan sesuai
permohonan.

Melakukan pencatatan atau memorendum pembiayaan
dengan analisis singkat mengenai pembiayaan.

Komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan
disetujui  tidaknya suatu penggajuan  permohonan

pembiayaan tersebut.

d. Tahap realisasi pembiayaan

Yakni adalah tahapan pencairan dana yang diajukan pemohon yang

telah disetujui oleh komite pembiayaan.



Bidang usaha yang dibiayai oleh PT. BPRS Metro Madani Kota Metro
ialah rata-rata dari lembaga keuangan mikro, CV, dan proyek pembangunan.
Namun saat ini yang paling banyak dibiayai yaitu UMKM dalam bidang
jasa seperti BMT atau koperasi baik untuk rencana memperluas pembukaan
cabang baru atau keperluan likuiditas.>®

PT. BPRS Metro Madani menerapkan prinsip profit sharing dalam
pembagian hasilnya. Maka contoh praktik perhitungannya ialah sebagai
berikut: PT. BPRS Metro Madani melakukan kerjasama kepada KSPPS
BMT Jaya Abadi menggunakan akad pembiayaan mudharabah mutlagah.
Bank menyetujui permohonan plafond pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000
selama 36 bulan dengan nisbah 60:40 dengan harga jual sebesar 2%.
Angsuran pokok = plafond / jangka waktu

Rp. 500.000.000 / 36 = 13.888.889
Bagi hasil = plafond x harga jual

Rp. 500.000.000 x 2% = Rp. 10.000.000
Bagi hasil untuk pihak bank = Rp. 10.000.000 x 60% = Rp. 6.000.000
Bagi hasil untuk pihak nasabah = Rp. 10.000.000 x 40% = Rp. 4.000.000
Jadi angsuran yang harus dibayarkan oleh BMT adalah sebesar Rp.
19.888.889 yang dihasilkan dari angsuran pokok + bagi hasil untuk pihak
bank.

PT. BPRS Metro Madani dalam sitem angsurnya memiliki 2 sistem

yaitu sistem angsuran (flat) atau tetap, dan angsuran (efektif) atau angsuran

SWawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku Analisis Officer PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.



yang diperoleh dari besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh pihak
nasabah dari usahanya maka nominal yang akan didapat bank pun akan
berubah-ubah.

2. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Pembiayaan Mudhabah

Investasi bagi hasil memang menawarkan keuntungan yang lebih
besar dari investasi tabungan maupun deposito, namun sangat beresiko saat
anda tidak memiliki kontrol atas sistem keuangan pada bisnis yang anda
investasikan. Hasilnya bisa saja keuntungan tidak didapat, bahkan uang
yang di investasikan menguap tak tentu rimbanya. Oleh karena itu
hendaknya bagi mudharib maupun sahibul maal menyadari akan hak dan
kewajibannya masing-masing, yakni sebagai berikut:®

a) Bank bertindak sebagai sahibul maal (pemilik dana) yang menyediakan
dana dengan fungsi sebagai modal, sedangkan mudharib sebagai
(pengelola) yang menjalankan segala kegiatan yang telah direncakan
dalam pengajuan permohonan modal kerja.

b) Bank memiliki pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak
ikut dalam pelaksanaan usaha, sedangkan nasabah melaksanakan jalannya
usaha secara penuh.

c) Bank dapat meminta review dan meminta bukti laporan hasil usaha
nasbah, dan nasabah harus mempertanggungjawabkan kejujuran hasil
usahanya tersebut kepada bank.

d) Bank dan nasabah melakukan bagi hasil yang telah disepakati.

80 Veithzal Rivai, Islamic Financial Manajgement, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008), h. 133.



Pada kebanyakan bisnis modern transparansi adalah hal penting pada
kelangsungan sebuah usaha dan meningkatkan kepercayaan para pemodal.
Hal inilah yang membuat investasi pasar modal beserta perusahaan yang go
public tumbuh dengan pesatnya. Transparansi adalah kunci bila ingin
melakukan investasi bagi hasil, saat pemodal tidak mengerti arah usaha
yang diinveskan, maka pemodal ini telah kehilangan uang yang diinveskan
di perusahaan tersebut. Maka saat anda menginvestasikan di bagi hasil, anda
harus bisa mendapatkan laporan secara valid dari pelaksana usaha tersebut.

Mungkin transparasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan investasi
bagi hasil, jadi harus ada kesepakatan di awal saat pemodal melakukan
investasi bagi hasil. Pemodal harus memiliki kontrol atas perusahaan dan
sistem keuangan di investasi bagi hasil tersebut.

Ketentuan teknis dan sekaligus telah dicantumkan dalam peraturan
pelaksana dari PBI yang dimaksud yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SEBI)
No. 10/14/DPbS tertanggal 17 maret 2008. SEBI dimaksud anatra lain
menyebutkan bahwa dalam kegitan penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan atas dasar akad mudharabah yang berlaku persyaratanya
sebagai berikut: Beberapa hal yang menjadi pokok penyesuaian dalam surat
edaran ini adalah:

a) Memastikan aspek transparansi, kehati-hatian dan rukun akad dapat
dipenuhi oleh bank.
b) Menyempurnakan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan suatu akad bisnis

bank syariah menjadi lebih kronologis.



¢) Penambahan akad-akad yang dapat digunakan dalam pelayanan jasa bank
syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bank juga
menerapkan pengawasan fisik mengenai laporan keuntungan yang didapat
olen BMT setiap bulannya melalui audit independent yang ada guna melihat
perkembangan setelah diadakannya pemberian modal kerja serta dapat
melihat proyeksi keuntungan yang akan didapat yang biasanya akan
dilakukan setiap sebulan sekali.®* Adapun tujuan dari kegiatan transparansi
ini ialah sebagai usaha keterbukaan dalam mengetahui proyeksi keuntungan
yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu baik bank maupun mitra

agar menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dalam akad.%?

C. Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro
Kecil di PT. BPRS Metro Madani di Tinjau Dari Perspektif Fatwa DSN
MUI No. 07/DSN-MUI/1VV/2000

Fatwa secara bahasa ialah petuah, nasihat, ataupun jawaban dari
pertanyaan hukum yang merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam
untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang
dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan
ekonomi Islam yang tengah ditata atau dikembangkan, sekaligus sebagai

alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

61\Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku Analisis Officer PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

62 Wawancara dengan Ibu Rita Meilinda, Selaku Kabag Marketing PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.



Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin
artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga
keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN.
Sedangkan tawjih yaitu memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan
kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi
syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi
syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi
fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah
sebagai wewenang Peradilan Agama. Dengan demikian Dewan Syariah
Nasional merupakan suatu lembaga yang berperan dalam menjamin
keislaman keuangan syariah. Di Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan
Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) pada 1998 yang dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No.
Kep-754/MUI/11/1999 tanggal 10 Februari 1999.5

Oleh karena itu, DSN memiliki tugas-tugas diantaranya:5*

1. Memperkembangan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi pada
umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang yang berkaitan dengan aktivitas

keuangan.

63 Muhammad Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), h. 221.
& hid.



3. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan pelayanan
keuangan syariah.
4. Mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.

Dalam Islam utamanya konteks muamalah, pada dasarnya hukumnya
adalah boleh. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam setiap
muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa
menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan,
dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan
kemudharatan judi dan riba.®®

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan
pembiayaan mudharabah agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam
ketentuan pembiayaan mudharabah yang tertuang dalam fatwa DSN Nomor
:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwasanya
Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS
kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam
pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) akan membiayai
100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.®®

Berdasarkan fatwa DSN poin pertama ketentuan pembiayaan no.4-5,
PT. BPRS Metro Madani yang menyediakan dana tersebut, kemudian

diserahkan kepada anggota atau nasabah sebagai pembiayaan mudharabah

5A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130

SFATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IVV/2000 Tentang Pembiayaan Akad
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dan anggota harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan
dengan hasil pengelolaannya tersebut. Dalam hal ini, PT. BPRS Metro
Madani tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan
mempermudah yang juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun PT.
BPRS Metro Madani tidak memantau secara langsung dalam
pengelolaannya, karena PT. BPRS Metro Madani memberikan keleluasaan
dan kepercayaan serta kepuasan terhadap anggota untuk mengelola
usahanya sendiri.®’

PT. BPRS Metro Madani Juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada
anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Hal ini
dilakukan setelah dilakukan survey kepada calon anggota yang ingin
mengajukan pembiayaan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak
mendapatkan dana pembiayaan tersebut, setelah dilakukannya survey,
ternyata calon anggota tersebut memang layak mendapatkan pembiayaan,
makapihak bank langsung memprosesnya. Hal ini sesuai dengan bagian
pertama ketentuan pembiayaan pada poin 4 didalam fatwa DSN MUI.%8

PT. BPRS Metro Madani juga memiliki perbedaan lain yang terletak
pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-
produk perbankan di PT. BPRS Metro Madani. Pada prinsipnya produk
tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari’at Islam atau

bebas riba dan menerapkan prinsip bagi hasil (profit sharing).

7 Wawancara dengan lbu Rita Meilinda, Selaku Kabag Marketing PT. BPRS Metro
Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.
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Produk yang disediakan PT. BPRS Metro Madani salah satunya
tersebut ialah mudharabah dengan menerapkan sistem prosentase nisbah
dalam menentukan bagi hasil yang mengacu pada landasan fatwa DSN No:
07/DSN-MUI/1V/2000 yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat
pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional
bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak
disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”
Produk tersebut yang dimaksudkan adalah pembiayaan mudharabah berupa
pemberian modal untuk perkembangan usaha dengan menetapkan nisbah
yang disepakati bersama.5®

Bank juga menerapkan pengawasan fisik mengenai laporan
keuntungan yang didapat oleh BMT setiap bulannya melalui audit
independent yang ada guna melihat perkembangan setelah diadakannya
pemberian modal kerja serta dapat melihat proyeksi keuntungan yang akan
didapat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan PT. BPRS Metro Madani
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti yang terdapat pada ketentuan
pembiayaan no. 4, yang isinya “Mudharib boleh melakukan berbagai
macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.”

SFATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Akad
Mudharabah (Qiradh)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan
judul “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro
Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Thk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa
DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000” ialah sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik
konsep akad pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk sektor UMK di PT.
BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang
didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/1V/2000. Baik Faktor-

faktor yang meliputi:

1. Mekanisme pelaksanaan, memberikan kuasa sepenuhnya kepada
anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan
sesuai dengan prinsip syariah (mudharabah mutlagah).

2. Mekanisme pembagian hasil, menetapkan prosentase dalam
menentukan nisbah.

3. Produk dan jasa yang disediakan, menggunakan akad kerja sama

mudharabah dalam bermitra untuk pengadaan modal usaha.



4. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank. Adanya Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya Kkegiatan

bermuamalah.

Hanya saja dalam hal pengembalian (angsuran) setiap bulannya bank

memiliki 2 sistem model pengambalian, yaitu sistem pengembalian efektif yang

disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan mitra dalam usahanya dan juga

menggunakan sistem angsuran flat atau tetap, sedangkan dalam konsep akad

mudharabah yang sesungguhnya dalam hal pembayaran harus disesuaikan dengan

pendapatan mitra/nasabah yang akan menyebabkan angsuran tidak sama

jumlahnya pada setiap bulannya.

B. Saran

5.

Bagi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, dapat meningkatkan dan
memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan
tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan syariah
yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

Bagi mitra/nasabah, harus lebih memahami akad pembiayaan
mudharabah yang telah disepakati bersama dengan PT. BPRS Metro
Madani Kota Metro agar mitra paham akan hak-hak dan kewajibannya
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan diharapkan mitra
dapat menjaga amanah yang diberikan oleh PT. BPRS Metro Madani

dalam pembiayaan ini.
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bersangkutan dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO
MADAN| Tbk KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUl NO.
07/DSN-MUI/IV/ITAHUN 2000".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Whb.

-5 Metro, 28 Mei 2018
., Wakil' Dekan |,

=

b/:,\ %, fer® é h
\\J:DéHM Saleh MA
SO0 NIP 19650111 199303 100

hllp_//snsmik.melrounlv.ac.|dlv2lpage/akademik/akademik-daftar-researcm .php?tahun=201712018&&|‘ns_semester=g'enap&&npm=14 1259410
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& KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
m ’ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

I Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
TRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 1114/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama . DARA TRIANA NOVA NINGRUM
NPM © 141259410
Semester . 8 (Delapan)
Jurusan . 81 Perbankan Syari'ah
Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro,

guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan
penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul
“IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUl NO. 07/DSN-
MUI/IV/TAHUN 2000".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai
dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.
Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal :28 Mei 2018

Mengetahui, Wakil Dekan |,
Pejabat Setempat

' f’—-
3 Drs.-H.M. Saleh ::A

f:: Zohona  H. NIP 19650111 199303 1 OO‘(
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Nomor : 522/02/Dir-MM/VI/2018
Lamp. :-

Kepada Yth,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Perihal : Konfirmasi Izin Research
Assalamu “alailum Wy Wh.

latikan surat saudara dengan nomor 1115/In.28/D.1/TL.00/05/2018 tanggal 28 Mei 2018
lzin Research” dalam rangka menvelesaikan tugas akhir/skripsi dengan Judul

Program Studi
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

|n Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id: pustaka.iair@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0458/in.28/S/0T.01/07/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dara Triana Nova Ningrum
NPM 1 141259410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari‘ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141259410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari
pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam
rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

idi Sudin, M.Pd.

11981031001
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Mengetahui

Metro, Juni 2018
Penulis
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Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410

Pembimbing II

Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-

10.

11.

12.

MUI/IV/TAHUN 2000

. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPRS Metro Madani?
. Apa visi dan misi PT. BPRS Metro Madani?
. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan di PT. BPRS Metro Madani

Kota Metro?

. Jenis pembiayaan apa yang paling banyak dipilih nasabah di PT. BPRS

Metro Madani?

. Bagaimana proses dan prosedur pembiayaan akad mudharabah di PT.

BPRS Metro Madani Kota Metro?
Berapa jumlah nasabah pembiayaan akad mudharabah di PT. BPRS Metro
Madani Kota Metro?

. Apakah ada persyaratan dan ketentuan khusus terhadap nasabah dalam

pengajuan pembiayaan akad mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
Kota Metro?

. Apakah pembiayaan akad mudharabah di PT. BPRS Metro Madani Kota

Metro diberikan kepada sektor UMKM?

. Bidang usaha apa saja yang dibiayai dalam pembiayaan mudharabah di

PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian pembiayaan akad
mudharabah di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
Berapakah jumlah minimum dan maksimum pembiayaan mudarabah
yang diberikan bank kepada nasabah?
Bagaimana perhitungan bagi mudharabah bank dan nasabah?
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulanias

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
TSIp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

— Te—

FATWA
DEWAN SYARIAIT NASIONAL
NO: DFDSN-MULTV2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUDIIARABAII (QIRADI)

o & ¢ & o o
gl Gl Wil

Dewan Svari“ah Nasicnal setelah

Menimbang 1 a. hahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana
lembaga kenangan syari“ah (LKS). pihak LKS dapat menyahukan
dananya kepada pihal lain denpan cara mudharabat, vaitu alkad
Ikerjasatma suatu usaha antara dua pihalk di mana pihak pertama
(malik, shahtib al-mal, LKS) menvediakan seluruh moedal, sedang
pihak kedua (“ame, mudharib, nasabah) bertindak selaku
pengelela, dan keunmngan usaha dibagi di antara mereka sesual
kesepakatan vang ditnanglkan dalam kentral;

h. hahwa agar cara tersebut dilakukan sesual dengan syari“ah Islam,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah
untuk dijadikan pedoman eleh LKS.

Mengingat : L. Tirman Allah (QS. al-Nisa™ [4]: 29:
e 2 R A4 R S eapariddiean: Srpseete ueinay
S5 o M ol 2535 a5 1Y 155 i G T

1
ey R Ry
...ri?fljt,‘«@)b’.u
P P

“Hai orang yang beriman! Junganloh kalian saling memakan
(mengambl,) haria sesamamu dengan falan yang baid, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berioku dengan sukarely di
anfarami...”.

2. Tirman Allah QS. al-Ma’idah [3]: L:
0" 0%0 0/—10-9 Igl
sl 1 155T 22 Gy
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad éiu ... "
3. Tirman Allah (QS. al-Bagarah |2]: 283:

Eeom, iFemiiane y_o/o"}_azz &0
Lah L‘,;N_jl LS'-,JJI .)};Js Lax ri\a.v ,_',:5 d%’b..
" Maka, fika sebagian kamu mempercayal sebagian yang lain,

hendaklah yang dipercayal i menunaikan amanainya dan
hendakiah o beriakwa kepada Allah Tuhannya ... ™.

2o N frgs  Fog

coadgy el &"'.:jj (4

4. Iladis Nabi riwayat Thabrani:
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e F o A 27,

Ja}:_«l J;L’\.u JLJI C“ l.:-l u_.-lk»jl ..L&duul..dl Ll dlf
L_s;viq Yy nL.ml; 4 J;Je Y5 4,_“»1),,.__. Y o aplia g

I :\L}wcb thaJa.eogs m.io_,.xé';d; a5 a

, e

o T8 3 el ol 8506 LT 47 ‘LJ& 3 L 3l

(s !
"Abbas bin Abdul Muihallib jika menyerahtkan harie sebagal
mudftarabatt, o mensyaratkan kepada nmudharib-nya agar didak
mengarung! loulan dan dak menuruni lembah, seria didak
membeli hewan lernak. Jika persyaraian iu dilanggar, i
(hmudharib) harus menanggung restkonya. Ketika persyaraian
yang ditelepkan  Abbas iu  didengar Rasulullah, beliou
membenarkamtya. ™ (1TR. Thabrani dari Ihnu Abbas).

5. Iladis Nahi riwayat [bom Majah dari Shuhaib:
s Lo OSVENTRA TS A7y e & L g 5
ooy gl ¥ el i T ey ity o
(e 5 ale

“Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
bell iidak secara funad, vmgaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawul umluk keperiuan rumah
langga, bukan untuk d jfual ” (1TR. Ihnu Majah dari Shuhaib).

6. ITadis Nahi riwavat Tirmizi dar] “Amr bin *Aut:
ERv £, 7 P l s
L»IJ.»-J;»iji‘z"Jb-[-J;—l:»-Jm‘ﬂmejl L'»-C.Laj'
REANEE B S PRI A RN g&o;@rw;ﬂj
“Perdamaian dapal dilakukan o antara kaum muslimin kecuall
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalatkan
yang haram, dan kaum mustimin ferikai dengan syarai-syaral

mereky kecuali syaral yang mengharamkan yang halal aiau
menghalalkan yang haram.”

7. Iladis Nahi:

P

dgme (g 8 WP iy eyl y ale l ol gy ;ﬂ\ij e
(5

“Tidak boleht membahayakan divi sendiri maupun orang lain’™
(TTR, Ihnu Majah. Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri).

Dewan Syariah Nasional MU!
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Memperhatilan

Menetaplkan

Fertama

8 [jma. Diriwavatkan, sejumlah sahabat menverahkan (kepada
orang, mudftarid) harta analk yatim sebagai mudharabah dan tak
ada secrang pun mengingkari mereka. KNarenanva, hal i
dipandang sebagai ijma” (Wahbah Zuhaily, af-Figh al-Istami wa
Adittatedre, 1989 4838).

0 Qivas. Transaks] mudharabah digivaskan kepada transaksi
miusagat.

L. Kaidah tigh:

-~ - Ed © ® 1 3 - © 1 -

Nt B 05 A O W Gy o g Y

“Pada dasarnya, semua beniuk muamaloh boleh dilakukan
kecuali ady dalil yang mengharamkannya. ™

Pendapat peserta Rapat Plene Dewan Syari'ah Nasicnal pada hari
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 T144 April 2000.

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDITARABAIT (QIRADIT)

KNetentuan Pembiavaan:

. Pembiavaan Mudharabah adalah pembiavaan vang disalurkan
eleh LKS kepada pihak Jain untuk suatu usaha yang produlktit.

2. Dalam pembiavaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemililk
dana) membiavai LDD "n kebutuhan suatn provek (usaha),
sedanglkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai ndharib atau
pengelnla usaha.

3. langka waltu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentulkan bherdasarkan kesepalkatan kedua belah
pihalc (LKS dengan pengusaha).

4. Mudharib beleh melalukan berbagai macam usaha vang telah
disepakati bersama dan sesual dengan syari"ah; dan LKS tidal
ilut serta dalam managemen pemsahaan atau provek tetapi
mempunyai halk untuk melakukan petmmbinaan dan pengawasan.

3. Jumlah dana pembiayaan harus dinyvatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sehagai penyvedia dana menanggung semua kerugian akibat
darl mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakulcan
kesalahan vang disengaja, lalai, atan menyalahi petjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melalaakan penyimpangan,
LKS dapat meminta jaminan dari nudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbulkti
melalcukan pelanggaran terhadap hal-hal vang telah disepalkati
bersama dalam akad.
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Kedua

KNriteria pengusaha, prosedur pembiavaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
tatwa DSN.

Biava operasional dibebankan kepada mudharib.

. Dalam hal penvandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban

atau melalukan pelanggaran terhadap lkesepakatan, mudharib
berhalk mendapat ganti rugi atau hiaya vang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

L.

2

n

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelela (mudharib) hars

calcap hukum.

Pernyataan jjab dan gabul harus dinvatakan oleh para pihal

untuk menunjuldcan kehendale tmereka dalam mengadalan

kentrak (akad), dengan memperhatilkan hal-hal herikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara elsplisit
menunjuklkan tujuan kentralk (akad).

h. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kentralk.

Alkad ditnangkan secara tertulis, melalui kerespendensi, atan
dengan menggunalkan cara-cara komunikasi modern.

Modal jalah sejumlah uang danfatau aset vang diberikan oleh
penyvedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan
svarat sebagai berikut:

a. Moedalharus diketahui jumlah dan jenisnya.

bh. Mnodal dapat berbentukk uang atau barang vang dinilai. [fika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waktu akad.

c. Mordal tidak dapat berbentulk piutang dan harus dibavarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidalk, sesual
dengan kesepalcatan dalam alad.

Neuntungan mudharabah adalah jumlah vang didapat sebagai

kelehihan dari moedal. Syarat keuntungan bherikut ini harus

dipenuhi:

a. Ilarus diperuntuklkan bagi kedua pihalk dan tidak boleh
disvaratlkcan hanya untulk satu pihalc.

h. DBagian keuntungan prepersional bagl setiap pihak harus
diketahui dan dinyvatakan pada wakt kentrak disepalcati dan
harus dalam bhentulk presentasi (nishah) darl keun-tungan
sesual kesepalkatan. Perubahan nishah harus berdasarkan
kesepalcatan.

c. Penvedia dana menanggung semua kerugian alkibat dari
mudharabah, dan pengelela tidak hbeleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja. kelalaian, atau pelanggaran kesepalkatan.

Negiatan usaha oleh pengelela (mudharib), sebagai perimbangan

{mugabil) modal vang disediakan nleh penvedia dana. harus
mempethatikan hal-hal berilut:
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusit mudharib, tanpa
campur tangan penvedia dana. tetap] ia mempunyai hak
untulk melalaukan pengawasan.

bh. Penvedia dana tidak beleh mempersempit tindakan
pengelola  sedemikian rupa vang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, vaitu keuntungan.

c. Pengelela tidak boleh menvalahi hulum Syari"ah Islam

dalam tindakannya yvang berhubungan dengan mudhara-hah,
dan harus mematuhi kebiasaan vang berlalau dalam alktititas

.
Ketiga :  Beberapa Ketentuan ITulkkum Pembiavaan:

l. Mudharabah heleh dibatasi pada periede tertentu.

2. KNoentralkk tidak beleh dikaitkan (bwallag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya. dalam mudharabah tidak ada ganti rugi. karena
pada dasarnya akad ini bersitat amanah (yod ai-amanat), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja. kelalalan. atau pelanggaran
lesepalcatan.

4. Iika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannva atau jika

Ketua,

=
P
PeofRI1. Ali Yatie

terjadi  perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesajannyva dilalukan melalui Badan Arbitrasi Svari“ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui nusyawarah.
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